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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor Badan pengelolaan keuangam 
daerah (BPKD) tentang Prosedur penerimaan pajak Hiburan oleh BPKD Kota 
Sukabumi , penulis dapat menyimpulkan Bahwa : 
Saat ini terdapat 23 Hiburan di Kota Sukabumi yang masih aktif dan masih 
terdaftar sebagi Wajib Pajak di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
(BPKD) Kota Sukabumi. Dan hiburan di kota sukabumi itu biasanya setiap tahun 
ke tahun akan berbeda-beda tergantung bagaimana perusahaan itu bisa mengelola 
hiburan itu sendiri ada yang hanyan bertahan selama 4 tahun ada juga yang hanya 
beberapa hari atau bulan contohnya seperti pameran-pameran atau hiburan 
tertentu.   
1. Prosedur penerimaan pajak hotel pun sudah sesuai dengan peraturan 
pemerintahan daerah kota sukabumi, bagi wajib pajak diharapkan dapat 
mematuhi dan memahami apa yang seharusnya menjadi kewajibannya. 
Dalam beberapa tahun kebelakang penerimaan pajak hiburan di kota 
sukabumi sudah cukup bagus sehingga setiap tahunnya realisasi pajak 
hiburan selalu mencapai target yang telah ditentapkan oleh kantor Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi 
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2. Kendala- kendala yang dialami ditenaptkan oleh kantor Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi  dalam penerimaan Pajak 
Hiburan itu sendiri mencakup dua faktor diantara : 
a. Faktor internal yang mencakup ruang lingkup di kantor BPKD seperti : 
kurangnya petugas atau Sumber daya manusia di kantor BPKD, 
kurangnya pemahaman pada teknologi itu sendiri . 
b. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar BPKD seperti : masih kurangnya 
kesadaran akan wajib pajak dalam membayar pajak dan masih adanya 
negosiasi. 
3. Adapun upaya yang dilakukan kantor BPKD dalam mengatasi kendala-
kendala yang ada dengan menggunakan dua cara diantaranya : 
a. Intensifikasi  atau penambahan sumber daya manusia yang dapat 
memperbaiki sistem internal, memaksimalkan sumber-sumber yang ada 
dan meningkatkan pemahaman pada bidang teknologi. 
b. Ekstensifikasi itu sendiri yaitu memperbaiki yang seharusnya diperbaiki 
pada wajib pajak itu sendiri yang nantinya akan membuat Wajib Pajak 
lebih sadar dan paham terhadap kewajibannya. 
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5.2 Saran  
Setelah penulis melakukan penelitian kurang lebih 3 bulan lamanya dan 
melihat apa yang menjadi kendal bagiamana upaya kantor dalam melakukan 
tugasnya, penulis ingin memberi saran pada kantor Badan Pengelolaan Kuangan 
Daerah (BPKD) Kota Sukabumi, diantaranya sebagai berikut : 
1. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi 
harus menambah Sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan 
kinerja yang sebelumnya kurang menjadi lebih baik agar wajib pajak 
merasa puas terutama pada pajak Hiburan  
2. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi pun 
harus memperbaiki fasilitas pelayanan  kepada wajib pajak agar wajib 
pajak merasa nyaman dan merasa puas terhadap pelayanan pajak hiburan 
di kota sukabumi. 
3.  Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi 
diaharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap 
pajak itu sendiri, maka kantor Badan Pengelolaan Keuanga Daerah 
(BPKD) harus lebih sering melakukan sosialisasi atau mensosialisasikan  
Pajak daerah terutama Pajak Hiburan karena pajak sangat penting bagi 
pembangunan di Kota Sukabumi. 
4. Ketegasan pada kantor BPKD pun harus dilakukan pada saat wajib pajak 
tidak mematuhi yang seharusnya maka kantor BPKD harus memberikan 
sanski agar wajib pajak patuh dan takut ketika tidak membayar pajak 
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5. Kantor BPKD diharapkan dapat merubah sistem penerimaan atau prosedur 
penerimaan dari manual menjadi onlie, agar memudahkan wajib pajak 
maupun petugas dalam melakukan tugas-tugasnya. 
6. Perlunya Ketegasan dari Pemerintah dalam Penerimaan Pajak khususnya 
untuk pajak hiburan 
 
